SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/281-KUM /2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN BESARAN HONORARIUM
PEMBINAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) KECAMATAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Pos

Mengingat

s

Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kecamatan Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan
Narasumber, Moderator Dan Besaran Honorarium
Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Kecamatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Narasumber, Moderator Dan  Besaran
Honorarium Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi
(Posyantek) Kecamatan Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II  Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1939 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut melalui DPA
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

YA Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN
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NOMOR

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR DAN BESARAN HONORARIUM
PEMBINAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) KECAMATAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

Jabatan Dalam Jabatan Dalam Homor per
. Organisasi/Instansi Kegiatan Orang/Jam/
e & Kali (Rp.)
T Ahli P3MD Kab t
1, | Tenaga Aul PONID Rebupaten Narasumber | 700.000,-/0J
Tanah Laut
P t b
2. Pengurus Posyantek Kabupaten Narasumber | 700.000,-/0J
Tanah Laut
Pegawai Tidak Tetap Dinas PMD
3. Kabupaten Tanah Laut Moderator 400.000,-/ OK

— Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN




